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endidikan dan keterampilan tertentu’ ‘Sz!lah satu di antara sekiap
ada, tentu saja termasuk profesi hukum.
Schenarnya, daiam kitab-kitab suci df'ipal dcng;,an mudah. ditemukan
\ al bagi penyandang profesi hukum. I.Bahka?n juga dalam
penah  ditulis oleh Khalil Gibran (1883~
| dalam kitab-kitab suci dan syair-syair memang
ertian ctika profesi hukum. Sekalipun demikian,
dalam wilayah pembahasan yang sama dengan
(ika profesi hukum dalam buku ini. Ajaran-ajaran
moral itu paling tidak telah men.ggugah. kita .untuk. secara Iel?i}} Kritis
merenungkan rasionalitas di balik ajlakan-ajakap sgnplahk itu. Jika im Su.dah
dilakukan, berarti kita sudah mulai memasuki WIIayahl pembahasan etika,
tepatnya: ctika profesi hukum. | |
Tulisan ini tidak secara khusus bertujuan menjawab pertanyaan-
pertanyaan seperti diungkapkan di muka. Tulisan i sek_adar pemb.uka jalan
ke arah pemahaman yang lebih mf.:nldz.llam ten:[.aqg.etlka Profes1 hukum,
dengan harapan “muluk” agar profest mni dapat diinilai dan disandang secara

lebih bijaksana.

memmtut pett
banyak profest yang

ajaran-ajaran mord
syair-syair, seperti yans
1931). Ajaran-ajaran mora
tidak identik dengan peng
semua ajaran itu berada
diskursus Kita mengenai ¢

I1. ARTI PENTING ETIKA PROFESIHUKUM | |
Dewasa ini tantangan yang dihadap: oleh ajaran-ajaran moral

(termasuk agama) makin kompleks. Indoktrinasi dalam ajaran-ajaran moral
akan makin sering dipertanyakan. Ini tidak lain terjadi karena ajaran moral itu
sendiri makin banyak ragamnya, yang masing-masing memberi orientasinya
sendiri-sendiri dan mengklaim dirinya paling benar di antara yang lain3

'L ihal misatnva Al-Quran (Surah Al-Maaidah: 8 dan 42), Injil (Ulangan 16: 19 dan 20),
Weda Smrti (Bab VII Pasal 31), dan Dhammapada (Bab XIX Dharmmattha Vagga: 256).

“Khalil Gibran, Sang Nabi (terjemahan Sri Kusdyantinah), Cet. 6, Jakarta: Pustaka Jaya,
1988, him. 32-63. '

3Alvin Tofler menggambarkan belapa manusia dewasa ini dan di masa-masa mendatang
akan mengalamni indeks kesementaraan, yang mengakibatkan manusia . lerjebak dalam
keanckaragaman  gava hidup dan  banyak kepribadian. Menurutnya, “Apabila
keanckaraganzn bertenu dan berpadu dengan kesementaraan dan kebaruan, masyarakal
akan merokel ke snatn krisis adaplasi yang hisloris. Kila akan menciptakan lingkungan
yang demikian sementaranya, asingnya, dan kompleksnya, sehingga mengancam julaan
orang dengan kehancuran adaptif. Kehancuran ini adalah kejulan masa depan.” Lihal:
Alvin Tofler. Kejutan Alasa Depan (terjemahan Sri Koesdyanlinali), Cet. 3, Jakarta:
Pantja Simpati, 1989, :
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al ini terulama karena orang belum' dapat
an kasus-kasus moralilas yang secara
amati pada para penyandang profesi hukum 'itu. Hal inj
ang berlebihan, bahwa be.rblcar.a tentang etika profes;
iri di menara gading, tidak membumi, terlaly

banyak, H

i sudah cukup DAF
sendil fosi. hukum deng

mentisahkan etika ro
kasamatd senng mercka
memuncnikan sinisme yan
hukum tidak lebih sepert berq

vt ook moralis, dan sebaganya. . L .
idealis, ?;)il\;:rguruﬂll tinggi hukum di Indonesia saat 11, etika profesi hukum pun

. ) L kajian yang “serbatanggung”. Mater: it —

apat dikatakan masih mema@ bahan kajian yal’

i;ﬁ:1ls:1yn yang diajarkan di program sarjan? limu h.ukum — baru pada fahun

1994 dimasukkan sebagal materi WajiD kurikulum nasional, Memang di beberapa
. : : ambil insiatif mengadakan mata kuliah

ruan tinggl sudah ada yang meng: s .
Eﬁf:ssl:lsl entang etika profes! hukum 1, tetapi Julmlahnya. tidak banyak. Saat
mipun materinya masih disatukan dengan perkulizhan Filsafat Hukum yang

secara keselnruhan diberi bobot empat satuan kredit semester. Karena masth
relatif baru, materi inimal yang harus dibenkan kepada para mahasiswa belum

jersisiematisasi dengan baik. Semua bergantung pada 1mproVISas! dosen masing-

ine untuk mengisinya. o
masing ;\llllal:eri ctika pl?OfGSi hukum ini memang sgla%almya cﬁbgnkan kepada
para calon penyandang profesi hukum sedim mungkm. Seperti fimyatakgn oleh
Franz Magnis-Suseno, etika profesi baru dapat ditegakkan apabila ada tiga cin

ani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai

moralitas yang utama, yaifu: (1) ber € v heR et
dengan tuntutan profesi, (2) sadar akan kewgjibannya, dan (3) memuliki idealisme
yang ringgi.9 Jelaslah ciri-ciri moralitas demikian membutuhkan proses, paling

tidak harus terbina sejak calon penyandang profesi hukum itu dididik di bangku
kuliah, bukan kettka yang bersangkutan sudah menjalankan tugasnya sebagai

fungsionaris hukum.
Secara jujur harus pu
hukum Indonesia kurang berjalan baik d

la diakui, bahwa pengembangan etika profesi
alam dunia praktik hukum kita

¥Aristolcles mengatakan scbaiknya etika tidak dipelajari oleh orang muda, antara lain
Karena mercka belunt memiliki cukup pengalaman hidup untuk menangkap dan nenilai
dengan scmestinya jiungkuan serfa bobot masalah-masalal elis. Penulis sepenuhnya setuju
dengan pendipat K. Bertens, bahwa wnik kondisi dewasa ini, klmsus bagi dunia
ppudidik;m tinggi Indonesia. pemberian sindi tentang etika tidak ningkin ditunda lagi.
Jlll(.'l mercka tidak diperkenalkan dengan stndi etika — terutama elika profesi yang bakal
diembannya — praktis merekd tidak memiliki kesempatan lagi. Lihat: K, Bertens, Etika,
S?cl. 2, Jnkartir. Gramedia Pustaka Utama, 1994, him. x.

Franz Magnis-Suseno et al., ftika Sosial: Buku Panedvwan Mahasiswa, Jakarta: APT K-
Gramedia, 1991, him. 75. ’
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'NGERTIAN ETIKA e
. PENGERTY schagai cabang dari filsafat, tetapi dapat pylg

Eitika dapat diartikan i . |
Jiartikan schagai sistem nilai. Etika berasal dari kata Yunani: egfoq

(jamaknya fa ¢tha), vang berarti .kebi:.lsaan.l" §elain etika, juga dikenal katq
wmoral” atau “moralitas” yang artinya juga kebiasaan,

Dengan mengikuti penjelasan dar Kamus Besar Bcr./m.s'a Indonesiq,
K. Bertens ﬁmcnyatakan, etika dapat dibedakan dalam tiga arti. Pertama, etika
dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagj
ceseorang atau suatu kelompok dalam m.engatur tingkah lakunya: Contol;
etika sul:u Indian, etika agama Budha, etika Protestan. Kedua, etika dalam
as atau nilai moral. Contohnya adalah kode etik suaty
profesi. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang yang baik d.an buruk.'' Apa yang
discbutkan terakhir ini sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat.

Pengertian etika yang pertama dan kedua. dalellm penjelasan
K. Bertens di atas sebenarnya mengacu kepada pengertian etika yang sama,
yaitu ctika scbagal sistem nilai. Jika kita berbicarg tentapg. etika profesi
lukum, misalnya, berarti kita juga berbicara tentang sistem mla! yang menjadi
pegangan suatu kelompok profesi, mengenal apa yang .balk dan buruk
menurut nilai-nilai profesi itu. Biasanya, nilai-nilai itu lalu dirumuskan dalam
suatu norma tertulis, yang kemudian disebut kode etik. Jadi, kiranya cukup
jelas apabila etika diartikan dalam dua hal, yaitu: (1) etika sebagai sistem
nilai, dan (2) etika sebagai ilmu, atau lebih tegas lagi, sebagai cabang filsafat.

Sebelum memasuki pengertian lebih jauh tentang “nilar” dan “moral”
(dua terminologi vang penting dalam pemahaman tentang etika ini), akan
lebih baik apabila sebutan-sebutan yang rancu sekitar etika ini dijelaskan
terlebih dulu. '

Orang sering mengacaukan kata-kata etika (etis) dengan etiket.
Sebagai contoh, jika seorang mahasiswa menghadap dosennya dengan
mengenakan sandal jepit, mungkin akan muncul komentar bahwa mahasiswa
itu tidak beretika. Komentar demikian sesungguhnya kurang tepat, sebab
yang dimaksudnya adalah etiket, bukan etika. | |

Etiket berkaitan dengan sopan-santun dalam pergaulan sesama
manusia. Tentu saja apa yang diartikan sopan dalam suatu situasi atau oleh

arti kumpulan as

9. Bertens menyebutkan banyak arti “ethos™ ini, yaitn: tempat tinggal yang biasa;
padang rumpnt. kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir.
Lihat: K. Bertens, Op. Cit., him. 4.

"bid., him. 6.
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ali menyebut padanan kata “moral” qe{lgan susila 1
a dengan kesusilaan. Padanan demikian sebatknya

akan mnengacaukan pemahaman kita tentang
susilaan (sebagai salah‘satu jenis

Orang seringk
Jadi moralitas artinya sain
[ i ' ena
tidak digunakan karena
kesnsilaan (scbagai moralitas) dan norina ke

susila. Moral adalah hasil penilaian

tentang baik-buruk manusia sebagai manusia. Pcngen:an mal:usia di sini baik
secara pribadi (individu) maupun secara ber.ke.on}po (masyarakat)
penilaian di gini berarti suatu tindakan member mlal,. m.el"eta.klfar'] suaty
kualitas tertentu terhadap seseorang atau m.asyar:clkat. Jadi, mlall di sini adala.h
kualitas dari sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, baik Ilahir

maupun batin. o .
i Sebagai suatu kompleks dari nilai-nilai (sistem nilar) atau kumpulan

moral, moralitas pada diri sescorang — seperti dinyatakan di atas —
digunakan dalam dua hal, yakni: (1) sebagai standar normatif evaluasi
(normative sndards of evaluation), dan (2) aturan normatif perilaku

(normative rifes of condnct). | | |
Dari pengertian standar normatif evaluasi dan aturan normatif

perilaku seperti dinyatakan di atas, sesungguhnya dapat disim;.)u]kan, bahwa
yang periama berkaitan dengan aktivitas menilai dalam artl proses, dan

kedua, dalam arti produk.
Setjap orang sudah p
orang mengadakan pemikiran secara krit1s t

kritis tentang moral inilah yang disebut etika.
Seorang anak dinilai oleh orang tuanya mempunyai moral yang baik,

katakanlah ukurannya antara lain: ia selalu patuh pada semua pandangan dan
perintah orang tuanya. Rasanya lidak ada sikap dan perbuatannya yang
tercela di mata orang tuanya, Dalam hal ini kita harus berhati-hati, sebab
siapa tahi, sikap dan perilaku hormat dan ketaatannya terhadap orang tuanya
itu sekadar ckspresi rasa takutnya akan dosa apabila melawan pandangan dan
perintah  orang tuanya. la tidak pernah mengevaluasi seberapa jauh
pandangan dan perintah orang tuanya itu telah sestai dengan harkat dan

martabat kemanusiaannya.

norma). . .
Moral jauh lebih luas daripada

asti mempunyai moral, tetapi belum tentu setiap
entang moralnya, Pemikiran yang

A utara fain terjematin dari Socjono Soentargono terhadap bukn knrangnu H, De Vos,
Infelding tof de Eihiek, Nijkerk: Uilgoverij G Callnbach, 1969,

Uraiant febils jauh seotang nilai libat bukn: Darji Darmedibatjo & Shidarta, Penjabaran
Nitui-nital Pancastlo dalen Ststem ko Indonesta, Joknen: Illnjnwall Pers, 1996.
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V. LETAK ETIKA PROFESI 1y

Secara umum etika mer .

[3 4] a , '
adalah salah satu cabang ﬁlsafat.thfgicbaauan dari pembahasan filsafat, bahkan
dibedakan, bahwa filsafat tidak selaly dia:tz}ktentang flsafat, pertama.-tama harus
berarti pandangan hidup. Sebagai il “ar; sebagai ilmu, Filsafat juga dapat
bergulir dan tidak pernal > Wisatal merupakan proses yang terus

5 pemal mengenal kata selega Sobal .
yandangan hidup merupak srosal. Sebaliknya, filsafat sebagi
h kini kebenar: paxan suatu produk (nilai-nilai atau sistem nilai) yang
diyakini kebenarannya dan dijadikan pedoman berperilaku oleh suatu individ
atau masyarakat, uatu individu

. Etika pun dapat dilihat dari pembedaan demikian, Jad, ada efika dalam
artl; ilmu (ﬁls;fat), t:;.tapl ada pula etika sebagai sistem nilai, Etika profesi hukum
sebenarnya dapat dipandang dari kedua pen ertian ) ,
dengan etika profesi itu adalah seba P tu. Jika yang dimaksud

: pror : tas kode etik yang diberlakukan oleh masing-
MASING Or5anISast PTOFCS! hukum, maka kita berada dalam konteks etika sebagai
sistem nilai. Apabila etika profesi ity dikaji secara sistematis, metodis, dan

objekti l‘ , .ull'llllll( mencari rasio_nal_itas di balik alasan-alasan moral dari sistem nilat
yang dipilih 1lu? 1_mll<a berarti etika profesi di sini merupakan bagian atau cabang
dari 1lmu (filsafat).

Cabang-cabang filsafat sendin sangat banyak ragamnya. Demikian
banyaknya, schingga para ahli filsafat sendiri mempunyai sistematika sendiri-
sendiri mengenai cabang-cabang filsafat itu, Walaupun demikian, seberapa
banyak pun cabang-cabang itu, pada prinsipnya filsafat dapat dikembalikan pada
tiga kelompok cabang filsafat yang utama, yaitu: (1) ontologi, (2) epistemologi,
dan (3) aksiolos__;i.]8 Ontologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang
keberadaan sesuatu. Pada cabang ini antara lain dapat dimasukkan cabang
filsafat yang disebut metafisika, Epistemologi adalah cabang filsafat yang
menyelidiki tentang asal, syarat, susunan, metode, dan validitas pengetahuan.
Pada kelompok ini dapat dimasukkan cabang-cabang filsafat: logika, filsafat
ilmu, dan metodologi. Selanjutnya, aksiologi adalah cabang filsafat yang
menyelidiki tentang hakikat nilai, kriteria, dan kedudukan suatu nilai Pada
kelompok ini antara lain dapat dimasukkan cabang-cabang filsafat: etika dan
estetika,

Jadi etika merupakan salah satu cabang dari filsafat, tepatnya filsafat
tentang nilai atau aksiologi. Nilai-nilai yang dimaksud di sini berkenaan

®pembugian demikian antara Iain dibvat olch D, Runes, The Dictionary of Philosophy,
New Jersey: Littleficld Adams & Co., 1963
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dlaku manusia, bukan mahluk lain. Dengan perkataan
lain, ctika membicarakan tentang nilai-nil.ai yang baik bagi manusia sebagai
wpanusia”. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan more}l, |

Sccara sistematis, etika dapat dlbfedakan dalam dua Jenis, yaitu etika
umum dan etika khusus.'? Jika kita berbicara tentang prinsip-prinsip moral,
pengertian dan fungsi etika, masalah.kebebasan, tanggung .Jawal?, c.ian suara
hati. berarti kita berbicara tentang etika yang umun. Ap:clblla prinsip-prinsip
moral dan lain-lain itu sudah dikaitkan deng'fln klonteks bld'flng. t.enfl;mu, baik
bidang kehidupan pribadi maupun antarpribadi, maka c.h sini kita sudah
berbicara tentang etika yang khusus. Pertanyaan dasar etika khusus adalah:
bagaimana saya harus bertindak dalam suatu bidang tertentu, atau bagaimana
bidhang ity harus ditata agar dapat mendukung pencapaian kebaikan bagi
umat manusia? | . .

Bidang-bidang yang dimaksud dalam e?lka khusus itu tentu sangat
banyak. Secara sistematis, bidang itu dapat dlkelompo!d(e}n. dalam bidang
yang bersifat individual dan sosial. Etika khusus yang mdm.d.ual berbicara
tentang penerapan prinsip-prinsip moral terhadap din sendin, sedangkan
etika khusus yang sosial (biasa disebut “etika sosial” saja) membahas tentang
penerapan prinsip-prinsip moral itu terhadap sesama manusia dan lingkungan
sekitarnya.

Etika sosial ini mempunyai pembidangan yang lebih luas lagi dan
makin lama makin banyak jumlahnya seiring tumbuhnya tema-tema kajian
etika yang baru, seperti etika politik, etika lingkungan hidup, etika keluarga,
dan tentu saja: etika profesi. Tiap-tiap bidang etika sosial itu dapat diperinci
lagi, termasuk etika profesi, yang masih dibedakan lagi menjadi etika
beraneka profesi yang ada di masyarakat. Saat ini telah dikembangkan antara
lain etika profesi kedokteran, etika profesi paramedis, etika profesi hukum,

dan sebagainya.

dengan sikap dan pe

Etika Unnhn _
ETIKA < Etika Individual

Gtika Khusus
Etika Sosial—p Etika Profesip  EtikaProfesi Hukum

"’Franz Magnis-Suseno et al, Op. Cit., hln. 68.
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dcpertl dlkcm.ukakan di atas, ctika sebapai cabang filsafat schenarnya
suda}h lIICI;)IEﬂ.kﬂII ilmu terapan atau ilmu‘T yang rﬁcn ant kul );'aks};q
kehidupan, btﬂfﬂ pl'ot'csi hukum juga demikian halnya Kfiasgalah-nllasalafl
konkret yang dihadapi oleh penyandang profesi hukum tidak selalu dapat
dijawab dengan prinsip-prinsip moral V. :

L Sp-prr : ang umum itu, tetapi harus dibanlu
dengan data empiris dari b.ldang lmu hukum. Di sini terlihat, bahwa dalam
membicarakan etika profesi hukum, diperlukan bantuan dari berbagai cabang

ilmu hukum,  khususnya  ilmy tentang  kenyataan  hukum

(Tatsachenwissenschaft), seperti sejarah hukum, psikologi hukum, dan
sosiologi hukum. ’

.Jlka ke“}ba!l_kep‘dda perbedaan pengertian etika deskirptif dan etika
normatif seperti disinggung di muka, berarti seorang penyandang profesi
hukum tidak boleh berhenti sampai kepada kesadaran argumentatif mengenai
prinsip-prinsip moral dalam profesinya. Ia juga harus berani mengambil sikap
atas prinsip-prinsip itu, lalu berbuat sesuai pilihan yang terbaik menurut suara

hatinya (y.ant.a7 ras.im}al) itu. Sikap dan perbuatannya ini harus pula sejalan
dengan prinsip-prinsip umum profesi yang disandangnya.

V. KEKHASAN PROFESI HUKUM

Banyaknya profesi yang ada (dan ini terus berkembang) menimbulkan
pertanyaan: adakah sesuatu yang khas dari etika profesi hukum itu, sehingga
perlu dibicarakan tersendin?

Jika dilihat dari prinsip-prinsip etika yang umum, pada dasarnya tidak
ada sesuatu yang khas dalam etika profesi hukum. Profesi hukum memuliki
prinsip-prinsip moral yang sama dengan profesi lainnya, dan justru, kesamaan
ini sangat fundamental untuk dipertahankan.

Profesi hukum adalah profesi yang diabdikan kepada masyarakat luas.
Dengan demikian, dalam menjalankan profesinya, para penyandang profesi
hukum senantiasa bersinggungan dengan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat. Nilai-nilai tersebut ada yang bersifat tetap, tetapi ada pula yang
mengalami perubahan, mengikuti perkembangan masyarakat pada suatu

5, Sudarminta, “Etika dan Ilmu Pengetahnan, Perlu Svatu Dialog,” dalam: Budi Susanto
ct al, ed., Nilai-nilai Etis dan Keknasaan Utopis: Panorama Praksis Etika Indonesia
Modern, Yogyakarta: Kanisius-Lembaga Studi Realino, 1992, him. 21. Mengenai filsafat
terapan, lihat: B. Almond & D. Hill, ed., Applied Philosopohy, London: Rontledge, 1991,
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